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Abstrak : Hukum ada untuk mewujudkan keseimbangan atas dasar 
kehendak ilahi yang sesuai dengan kebenaran wahyu karena kebenaran 
agama yang tertuang dalam sumber ilmu pengetahuan berupa wahyu 
yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui pelantaraan para nabi 
merupakan pengetahuan yang dikehendaki Allah untuk keseimbangan 
manusia di muka bumi ini, karena keseimbangan adalah fitrah manusia 
dan fitrah segala wujud, maka hukum hendak dibuat sesuai dengan 
kehendak Allah, guna menghadirkan peradaban di negeri ini. Karena yang 
tidak berjalan di atas garis keseimbangan ini, pasti bakal runtuh cepat atau 
lambat,  
 
Kata Kunci : Hukum, Keseimbangan, Kebenaran, Wahyu 
 
PENDAHULUAN 
Hukum pencipta tidak ada bandingannya. Oleh karena Pencipta 
maha mengetahui masa lalu, sekarang dan akan datang, paling mengerti 
kebutuhan, sifat, tabiat, kecenderungan dan segala aspek pada manusia 
ciptaan-Nya. Allah SWT tidak  memiliki kepentingan pada ciptaannya, 
Sedangkan manusia dalam membuat hukum memiliki kepentingan 
tertentu dan sebagai makhluk ia adalah lemah. Tidak sah mengklaim 
bahwa syariat Islam ketinggalan zaman dan hukum buatan manusia lebih 
baik karena faktor pembandingnya tidak satu tingkatan atau tidak relevan 
untuk dibandingkan. Tidak mungkin membandingkan antara produk 
hukum pencipta dengan produk hukum dari hasil ciptaannya. 
Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 147 berfirman 
bahwa: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali 
kamu termasuk orang-orang yang ragu”. Kemudian di ayat selanjutnya 
Allah menyampaikan bahwa kebenaran tersebut terdapat dalam kitabnya 
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Al-Qur’an, bahwa Allah berfirman: “Yang demikian itu adalah karena Allah 
telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan 
sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab 
itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh”(QS. 2:176). 
Namun kebanyakan manusia selalu mengingkari kebenaran dari 
tuhannya, dan merasa bahwa hasil pemikirannya yang lebih baik untuk 
mengatur kehidupan mereka, sehingga terjadilah penyimpangan-
penyimpangan terhadap kebenaran tuhannya, sehingga Allah pun 
memperingatinya dalam ayat selanjutnya bahwa: “Tetapi jika kamu 
menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti 
kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”( QS, 2:209). 
Bobroknya suatu masyarakat ditandai dengan bobroknya hukum di 
masyarakat tersebut.  Bobroknya hukum di suatu masyarakat ditandai 
dengan penegakan hukum di kalangan bawah dan tidak berdayanya 
hukum di kalangan atas (www.suara-islam.com, diakses pada tanggal 5 
januari 2015). Kondisi demikian terjadi dikarenakan adanya penurunan 
moral atau dengan kata lain hilangnya karakter para pembuat hukum dan 
penegak hukum yang jujur dan berani dalam penegakan hukum yang 
berlandaskan suatu keyakinan akan kehendak ilahi, Serta substansi 
hukum yang ada dan berlaku saat ini kebanyakan tidak berlandaskan oleh 
kehendak ilahi, sehingga realitas menunjukan merajalelanya kriminalitas 
dan kehancuran lainnya yang disebabkan lemah dan tidak berdayanya 
hukum saat ini.  bahwa eksistensi hukum saat ini tidak dapat memberikan 
keseimbangan dalam masyarakat, sehingga gagal pula memanusiakan 
manusia.  
Banyak dijumpai hukum (undang-undang) yang bertentangan 
dengan norma agama dan etika. kriminalitas terus menerus meningkat 
dalam berbagai bentuk. Sisi lain, aparat penegak hukum tidak sungguh-
sungguh dan maksimal memberantas segala bentuk kejahatan. Sehingga 
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masyarakat menilai hukum yang ada tidak mampu menjadi terminal akhir 
untuk memperoleh keadilan, pemanfaatan dan kepastian.  
Dengan demikian, dalam rangka menata sistem hukum nasional, 
maka kebenaran agama harus mendapat tempat sebagai bahan penyusun 
dan pembuat peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum. 
Karena agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas 
segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia yang terdapat di 
dalam wahyu yang bersumber dari tuhan  (Endang Saifuddin Anshari, 
1981:172-173). Dari fenomena tersebut, diduga hukum yang berlaku 
sekarang kurang memenuhi kehendak Allah sehingga terjadi 
ketidakseimbangan. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Filsafat Dan Filsafat Hukum 
Perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesatnya. Dengan ilmu 
yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah yang berhasil dipecahkan. 
Rahasia alam semesta, misalnya, telah banyak diungkapkan melalui 
kemajuan ilmu tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan teknologi-
teknologi spektakuler, seperti bioteknologi, teknologi di bidang komputer, 
komunikasi maupun ruang angkasa. Akan tetapi sebanyak dan semaju 
apapun ilmu yang dimiliki manusia, tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan 
yang belum berhasil dijawab. Maka ketika ilmu tidak lagi mampu 
menjawab, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi porsi pekerjaan 
filsafat.  
Pudjo Sumedi AS dan Mustakim, menjelaskan bahwa Istilah dari 
filsafat berasal bahasa Yunani: ”philosophia”. Seiring perkembangan 
jaman akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti : 
”philosophic” dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Perancis; 
“philosophy” dalam bahasa Inggris; “philosophia” dalam bahasa Latin; dan 
“falsafah” dalam bahasa Arab. http://akhmadsudrajat.wordpress.com.)  
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 Plato (428-348 SM) mengatakan bahwa filsafat adalah 
pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. 
Sedangkan Aristoteles (384–322 SM) bahwa filsafat adalah ilmu 
(pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya 
ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 
Cicero (106 – 43 SM) Filsafat adalah sebagai “ibu dari semua seni “the 
mother of all the arts“ ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae (seni 
kehidupan ) Lanjut Al Farabi bahwa filsafat adalah ilmu (pengetahuan) 
tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. 
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com). 
Imanuel Kant ( 1724 – 1804 ) Filsafat adalah ilmu pengetahuan 
yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang 
didalamnya tercakup empat persoalan. 
1. Apakah yang dapat kita kerjakan ? (jawabannya metafisika ) 
2. Apakah yang seharusnya kita kerjakan ? (jawabannya Etika ) 
3. Sampai dimanakah harapan kita ? (jawabannya Agama ) 
4. Apakah yang dinamakan manusia? (jawabannya Antropologi) 
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com.) 
Berfilsafat adalah berfikir. Hal ini tidak berarti setiap berfikir adalah 
berfilsafat, karena berfilsafat itu berfikir dengan ciri-ciri tertentu (Fakultas 
Filsafat UGM, 1997:17). Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, 
yaitu : 
1. Radikal, berfikir secara radikal adalah berfikir sampai ke akar-akarnya. 
2. Universal, adalah berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang 
bersifat umum. 
3. Konseptual, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil 
generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta 
proses-proses individual. 
4. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah 
berfikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. 
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5. Konseptual, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil 
generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta 
proses-proses individual. 
6. Sistematik, berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dari 
sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan 
untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan 
tertentu. 
7. Komprehensif, adalah mencakup secara menyeluruh. Berfikir secara 
kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam 
semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem. 
8. Secara bebas sampai batas-batas yang luas. 
9. Bertanggungjawab, pertangungjawaban yang pertama adalah terhadap 
hati nuraninya. Di sini tampak hubungan antara kebebasan berfikir 
dalam filsafat dengan etika yang melandasinya. 
Filsafat itu juga bersifat introspektif atau mempergunakan daya 
upaya introspektif. Artinya, filsafat tidak hanya menjangkau kedalaman 
dan keluasan dari permasalahan yang dihadapi tetapi juga 
mempertanyakan peranan dari dirinya dan dari permasalahan tersebut. 
Seperti yang di nyatakan oleh Sugiyanto Darmadi (1998:18) Filsafat 
mempertanyakan tentang struktur yang ada dalam dirinya dan 
permasalahan yang dihadapinya. Sifat introspektif dari filsafat sesuai 
dengan sifat manusia yang memiliki hakekat dapat mengambil jarak 
(distansi) tidak hanya pada hal-hal yang berada di luarnya tetapi juga pada 
dirinya sendiri. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, 
menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. 
Sementara itu Poerwantana (1988:8) berpendapat bahwa filsafat 
hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia 
baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai 
bangsa, ras dan agama itu mengabdi kepada cita-cita mulia kemanusiaan. 
Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam 
ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya.  
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Sedangkan berbicara filsafat hukum menurut Darji Darmodiharjo 
dan Shidarta (2006:11) bahwa filsafat hukum merupakan cabang filsafat, 
yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. 
Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari 
hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek 
tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang 
disebut dengan hakikat. Lebih lanjut menurut Darji Darmodiharjo dan 
Shidarta (1995:17) bahwa filsafat hukum berguna untuk membimbing kita 
menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan 
mempertanyakan jawaban itu secara terus menerus. Jawaban tersebut 
seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi 
sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala itu. Analisis 
nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana 
dalam menghadapi suatu masalah kongkret. 
Menurut Sugiyanto Darmadi (1998:18) bahwa secara kritis, filsafat 
hukum berusaha untuk memeriksa gagasan hukum yang sudah ada, 
melihat koherensi, korespodensi dan fungsinya. Filsafat hukum berusaha 
untuk memeriksa nilai dari pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai 
hukum. 
Satjipto Rahardjo (1982:321) mengemukakan pendapatnya bahwa 
filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, 
tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum itu sendiri. 
Soerjono Soekanto (1984:44) mengatakan bahwa Pada akhirnya 
seorang ahli hukum akan mengartikan hukum, sebagai jalinan nilai-nilai, 
dan nilai-nilai tersebut akan dirumuskannya sebagai konsep-konsep 
abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik akan 
dianutnya dan apa yang dianggap buruk harus dihindari sehingga filsafat 
hukum akan memberikan jawaban yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.  
Adanya karakteristik khusus dari pemikiran filsafat hukum di atas 
sekaligus juga menunjukkan arti pentingnya. Dengan mengetahui dan 
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memahami filsafat hukum dengan berbagai sifat dan karakternya tersebut, 
maka sebenarnya filsafat hukum dapat dijadikan salah satu alternatif untuk 
ikut membantu memberikan jalan keluar atau pemecahan terhadap 
berbagai krisis permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia dalam 
proses reformasi ini. Tentu saja kontribusi yang dapat diberikan oleh 
filsafat hukum dalam bentuk konsepsi dan persepsi terhadap pendekatan 
yang hendak dipakai dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. 
Pendekatan mana didasarkan pada sifat-sifat dan karakter yang melekat 
pada filsafat hukum itu sendiri. 
 
Hukum Sebagai Keseimbangan  
Hukum positif secara faktual tidak dapat mewujudkan 
keseimbangan bagi masyarakat, perlu adanya perubahan secara 
mendasar dan totalitas atas sistem hukum yang ada. unsur sistem hukum 
yang dimaksud adalah substansi hukum dan keyakinan hukum. Substansi 
hukum adalah keseluruhan perintah dan larangan yang diserta sanksi dan 
penghargaan/hadiah sebagai ketentuan yang dibuat berlandaskan 
kehendak ilahi. Sedangkan keyakinan hukum adalah ketaatan yang 
dilaksanakan berlandaskan substansi hukum yang dilaksanakan oleh para 
penegak hukum dan masyarakat. Sedangkan keseimbangan merupakan 
interaksi yang kompleks dari integrasi/interaksi substansi hukum dan 
keyakinan hukum yang dimodifikasi/diatur dalam ketentuan-ketentuan 
sebagai respon terhadap perubahan masyarakat.  
Kemampuan hukum untuk mempertahankan keseimbangan oleh 
penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor moral/keyakinan hukum 
dan substansi hukum yang berperan dalam pembentukan keseimbangan. 
Tujuan dari hukum adalah mempertahankan keseimbangan, untuk 
mempertahankan keseimbangan harus dengan terwujudnya keadilan, 
kepastian dan pemanfaatan sebagai tujuan antara dari hukum. Ketiga 
tujuan antara tersebut saling menstabilisasi bagian hukum ketika bagian 
hukum lain diwujudkan. 
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Allah menciptakan alam ini di atas dasar keseimbangan. Para ahli 
ilmu pengetahuan sepakat tentang hakekat keseimbangan ini. seandainya 
jarak antara matahari dan bumi bergeser, dan keluar dari orbit 
keseimbangannya, niscaya akan terjadi bencana kosmic yang luar biasa. 
Di dalam tubuh manusia, hakikat keseimbangan dapat dirasakan, jika 
suatu saat metabolisme dalam tubuh tidak berfungsi secara seimbang, 
dan penyebaran darah hanya berjalan pada bagian-bagian tertentu saja, 
pasti di bagian yang tak kebagian darah itu akan terjadi kemacetan. 
Akibatnya tidak bisa lagi menikmati tubuh secara normal 
(www.dudung.net, diakses pada tanggal 5 maret 2012).  
Karena mengikuti keseimbangan adalah fitrah manusia, dan fitrah 
segala eksistensi kehidupan ini. Bila keluar dari titik keseimbangan ini, 
pasti akan terpencilkan dari alam ini. Allah memutar zaman, atas dasar 
keseimbangan antara siang dan malam. Dan jika seandainya zaman ini 
berjalan hanya dengan waktu siang saja, atau malam saja, niscaya - kata 
Imam Syafi'ie dalam salah satu sya'irnya, “manusia akan bosan”. 
Akibatnya tidak ada perkembangan. Sebab dari kebosanan itu akan terjadi 
tekanan psikologis secara total, dimana pada gilirannya akan 
membuntukan segala kemungkinan untuk berkembang dan produktif  
(www.dudung.net, diakses pada tanggal 5 maret 2012).  
Begitu juga Allah mempertahankan wujud manusia atas dasar 
keseimbangan antara laki dan perempuan. Seandainya di dunia ini hanya 
terdiri dari kaum hawa saja, atau kaum adam saja, pasti tidak ada lagi 
kontinuitas kehidupan ini. Satu hal lagi, burung-burung yang beterbangan 
di angkasa itu, pasti akan jatuh jika salah satu sayapnya tiba-tiba tidak 
berfungsi.  
Adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, kebaikan dan 
kejahatan, dan sebagainya. Kesemuanya itu Allah ciptakan guna 
mewujudkan keseimbangan, kemudian Allah turunkan ketentuan-
ketentuannya untuk tetap menjaga keseimbangan, ketentuan tersebut 
berupa wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menerangkan apa 
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yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh guna menjaga keseimbangan, 
ketentuan Allah tersebut merupakan kehendak Allah kepada umat 
manusia untuk tetap eksis di alam semesta, namun Allah maha bijak yang 
memberikan pilihan kepada umat manusia untuk memilih sendiri, apakah 
memilih kebaikan atau keburukan dengan segala konsukwensinya. Oleh 
sebab itulah hukum sebagai bentuk regulasi ciptaan manusia hadir untuk 
membatasi pilihan manusia tersebut. Namun pembatasan yang akan 
dibuat oleh manusia haruslah berada pada jalur yang dikehendaki Allah 
SWT. 
Allah SWT menghendaki suatu kebaikan kepada umat manusia 
yang tertuang dalam wahyunya, terkadang disebutkan secara abstrak, 
terkadang samar, terkadang konkrit, dan terkadang disuruh untuk berfikir 
sendiri untuk kebaikannya. Sehingga disinilah hukum hadir untuk 
memperjelas semua kehendak Allah SWT tersebut. 
 
Kebenaran Wahyu  
Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada 
manusia lewat perantaraan para nabi (Amsal Bakhtiar, 2011:109). Wahyu 
yang berisikan ilmu pengetahuan tersebut mengatur tentang kehidupan 
seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, maupun yang mencakup 
masalah transedental, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan 
manusia, dunia, dan segenap isinya serta kehidupan di akhirat nanti 
(Jujun S Suriasumantri, 2000:54). 
Wahyu berupa Al-Qur'an sebagai sumber Ilmu pengetahuan, 
Misalnya tentang adanya tingkatan-tingkatan kejadian dari manusia di 
dalam Qur'an surat Nuh ayat 14 menjelaskan “Padahal Dia sesungguhnya 
telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian”, selanjutnya 
Qur'an surat Al An'am ayat 97 memuat theorie Astronomi yaitu “Dan 
Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu 
menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut”.  
Hukum Sebagai Keseimbangan….. Ahmad Rifai Rahawarin 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 2, JULI 2016 146 
 
Al-Qur'an tidak menentang fitrah manusia. Itulah sebabnya didalam 
Islam tidak diakuinya hukum Calibat atau pembujangan. Manusia dibuat 
laki-laki dan perempuan adalah untuk kawin, untuk mengembangkan 
keturunan. Serta Qur'an tidak bertentangan dengan aqal dan fikiran 
manusia. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai akal dan fikiran yang 
sehat. Tuhan sebagai penetap fitrah kodrati manusian telah 
memerintahkan manusia untuk mempergunakan potensi berpikirnya 
sebagaimana firman Allah dengan kata-kata “afala tatafakarun ” (apakah 
kamu tidak berpikir), “afala ta’qilun” (apakah kamu tidak berakal), “tandzur” 
(maka perhatikanlah) dan sebagainya. Firman-firman Allah SWT tersebut 
yang ditemukan dalam Al-Qur’an, pada hakikatnya dipandang sebagai 
stimulus yang menyebabkan manusia berpikir (Sukarno Aburaera, Dkk,  
2009:8). 
Al-Qur'an adalah pegangan hidup dan mati, dunia dan akhirat. 
Qur'an merupakan landasan idiil dan spirituil, landasan hidup di dunia dan 
di akhirat. Qur'an, tidak hanya memuat perkara akhirat saja, tetapi juga 
perkara dunia. Itulah sebabnya bila membaca Al-Qur'an akan menemui 
bermacam-macam hukum, apakah itu hukum pidana, perdata, atau hukum 
antar manusia dan kemasyarakatan. Demikian pula ia memuat hukum 
dengan lengkapnya hukum perkawinan dan sopan santun perang 
(www.badilag.net, diakses pada tanggal 5 maret 2012). 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Berfilsafat adalah berfikir dengan secara radikal, universal, 
konseptual, koheren dan konsisten. sistematik, komprehensif, serta secara 
bebas dan bertanggungjawab. Sedangkan filsafat hukum merupakan 
cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari 
hakikat hukum, dimana Hukum sebagai keseimbangan tidak dapat 
dipisahkan dari faktor moral/keyakinan hukum dan substansi hukum yang 
berperan dalam pembentukan keseimbangan, Keseimbangan adalah 
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fitrah manusia dan fitrah segala wujud, maka hukum hendak dibuat sesuai 
dengan kehendak Allah yang tertuang dalam kebenaran wahyu. 
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